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ABSTRACT 

As a provider of sharia-based financial services, Safe Deposit Box offers a place to store valuables with a multi-service ijarah 
contract that is in accordance with sharia principles, avoiding elements of usury, gharar and maysir. In sharia banking, this product 
is regulated by several fatwas from the National Sharia Council (DSN-MUI), including Fatwa No. 24 of 2002 which regulates 
provisions on goods that can be stored in accordance with sharia principles, as well as Fatwa No. 44 of 2004 which regulates the 
use of multiservice ijarah contracts for various sharia banking services. This research aims to analyze in depth sharia compliance in 
the use of safe deposit boxes in accordance with the MUI DSN fatwa which has been stipulated by Sharia Financial Institutions. 
This research uses an empirical juridical approach by collecting data through direct interviews in the field, involving related parties 
to explore data regarding the implementation and compliance of sharia from the Safe Deposit Box service at KC Asia Afrika 
Bandung City. The research results show that the Safe Deposit Box service at KC Asia Afrika Bandung City has complied with 
sharia provisions with cost transparency, storage security and protection of customer privacy. The implementation of the ijarah 
contract and the MUI DSN Fatwa guidelines that underlie this product, make it a suitable choice for customers who need valuables 
storage services with guaranteed sharia compliance. The Safe Deposit Box product shows that it not only offers convenience for 
customers in safeguarding valuables, but also meets strict sharia compliance standards. 

Keywords : Safe Deposit Box, multi-service leasing, storage place for goods  

ABSTRAK 

Sebagai salah satu penyedia layanan keuangan berbasis syariah, Safe Deposit Box menawarkan tempat 
penyimpanan barang berharga dengan akad ijarah multijasa yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, 
menghindari unsur riba, gharar, dan maysir. Dalam perbankan syariah, produk ini diatur oleh beberapa fatwa 
Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), termasuk Fatwa No. 24 Tahun 2002 yang mengatur ketentuan barang 
yang dapat disimpan sesuai dengan prinsip syariah, serta Fatwa No. 44 Tahun 2004 yang mengatur penggunaan 
akad ijarah multijasa untuk berbagai layanan perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 
secara mendalam kepatuhan syariah pada penggunaan safe deposit box sesuai dengan fatwa DSN MUI yang 
telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris 
dengan mengumpulkan data melalui wawancara langsung di lapangan, yang melibatkan pihak terkait untuk 
menggali data mengenai penerapan dan kepatuhan syariah dari layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika 
Kota Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota 
Bandung telah memenuhi ketentuan syariah dengan adanya transparansi biaya, keamanan penyimpanan, dan 
perlindungan privasi nasabah. Penerapan akad ijarah dan pedoman Fatwa DSN MUI yang mendasari produk 
ini, menjadikannya pilihan yang sesuai bagi nasabah yang membutuhkan layanan penyimpanan barang berharga 
dengan jaminan kepatuhan syariah. Produk Safe Deposit Box menunjukan tidak hanya menawarkan 
kenyamanan bagi nasabah dalam menjaga barang berharga, tetapi juga memenuhi standar kepatuhan syariah 
yang ketat. 

Kata Kunci: Safe Deposit Box, ijarah multijasa, tempat penyimpanan barang.  
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PENDAHULUAN  

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah menjadi bagian integral dari sistem keuangan 

global, menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. LKS 

beroperasi berdasarkan aturan-aturan yang menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), 

dan maysir (perjudian), serta mempromosikan kegiatan ekonomi yang adil dan beretika. 

Dengan fokus pada berbagi risiko dan keuntungan, LKS tidak hanya berperan dalam 

menyediakan pembiayaan, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan ekonomi 

berkelanjutan. Dalam pengembangan produk bank syariah berlandaskan pada prinsip bagi 

hasil dan berbagi risiko tentu saja harus berpegang pada prinsip syariah dan memperhatikan 

hukum positif yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan, sehingga produk 

dapat diterapkan tanpa menimbulkan risiko hukum, khususnya dalam produk 

Ijarah.(Hasanah, Hidayat, and Zali 2023) Di antara berbagai produk keuangan syariah yang 

disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya adalah produk untuk pembiayaan 

sewa manfaat atau jasa. Beberapa produk tersebut meliputi asuransi syariah, musyârakah 

mutanâqishah, kartu kredit syariah, letter of credit, al-ijârah al-muntahiya bil-tamlik (IMBT), salam 

muwâzy, dan safe deposit box, produk-produk ini akan menjadi fokus pembahasan dalam 

penelitian ini.(Rahmi Permatasari 2021) 

Safe deposit box adalah salah satu produk dari ijarah multijasa yang berfungsi sebagai 

sarana penyimpanan. Produk ini menyediakan wadah atau kotak yang dapat digunakan oleh 

nasabah untuk menyimpan berbagai barang berharga, seperti sertifikat tanah, rumah, maupun 

barang berharga lainnya. Box atau tempat yang digunakan untuk menyimpan barang berharga 

milik nasabah harus kokoh dan tahan terhadap upaya pembongkaran, guna memastikan 

keamanan dan kenyamanan pengguna layanan safe deposit box. Hal ini penting untuk 

memberikan jaminan kepada nasabah atas penyimpanan dan perawatan yang diberikan oleh 

layanan tersebut.(Rahayu 2020) Selanjutnya, Safe Deposit Box yang dijelaskan pada Fatwa 

DSN MUI Nomor 24 Tahun 2002, fatwa ini menyatakan bahwa SDB bersifat implisit, yaitu 

salah satu layanan perbankan yang menyediakan tempat penyimpanan barang berharga bagi 

nasabah. Fatwa ini menekankan bahwa barang yang disimpan oleh nasabah harus berupa 

barang berharga yang diperbolehkan oleh syariat Islam dan tidak melanggar aturan negara. 

Selain itu, terdapat konsep Ijarah multi jasa yang mulai dikenal sejak keluarnya Fatwa DSN 

MUI Nomor 44 Tahun 2004 mengenai Pembiayaan Ijarah Multi Jasa.(Usman and Rahmawati 

2022) 
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Menurut fatwa DSN MUI Nomor 44 Tahun 2004 mengenai pembiayaan multijasa, 

bahwa pelayanan jasa keuangan yang diberikan kepada masyarakat yang menjadi kebutuhan 

masyarakat yaitu pembiayaan multijasa. Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang 

diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, kepada nasabah 

untuk memperoleh manfaat dan jasa. Dengan kata lain, pembiayaan multijasa merujuk pada 

perjanjian sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa antara pemilik dan penyewa, di 

mana penyewa membayar imbalan berupa sewa atau upah kepada pemilik barang atau jasa 

tersebut. Hal ini didasarkan pada akad ijarah multijasa.(Rahayu 2020) 

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Siti Fatimah dalam artikel 

berjudul Tinjauan fikih muamalah terhadap pelaksanaan akad ijarah pada safe deposit box 

bank BNI syariah cabang Pekanbaru secara umum pihak Bank belum melaksanakan akad 

ijarah dengan baik pada safe deposit box. Belum sesuai dengan aturan seperti rukun dan 

syarat dalam penyimpanan barang berharga pada safe deposit box. Namun, penelitian ini 

berfokus pada layanan Safe Deposit Box di KC Asia Afrika Kota Bandung yang telah 

memenuhi prinsip syariah. Hal ini tercermin dari adanya transparansi biaya, keamanan dalam 

penyimpanan, serta perlindungan privasi nasabah. Dengan penerapan akad ijarah yang sesuai 

serta berpedoman pada Fatwa DSN MUI, layanan ini menjadi pilihan tepat bagi nasabah 

yang membutuhkan fasilitas penyimpanan barang berharga yang mematuhi prinsip 

syariah.(PRASTYO 2021.) 

Sehubungan dengan akad atau dhawabith dari safe deposit box, maka diharuskan 

untuk menggunakan akad ijarah yang rukun-rukunnya harus sesuai dengan Fatwa DSN MUI 

No. 9 Tahun 2000 tentang akad ijarah, yang mana mengamanatkan bahwa nilai barang yang 

disimpan dalam SDB haruslah barang berharga yang tidak diharamkan dan dibolehkan oleh 

ketentuan Islam dan negara. Besarnya biaya sewa sendiri harus berdasarkan kesepakatan para 

pihak, dan hak serta kewajiban penyewa harus berdasarkan akad yang nyata tidak melanggar 

rukun dan hukum Islam. Oleh karena itu, safe deposit box harus memberikan perlindungan 

yang mencakup jaminan keamanan, kepercayaan, dan kenyamanan bagi nasabah yang 

menyewa, sesuai dengan konsep wadiah dalam Islam, yang berarti amanah atau titipan yang 

harus dijaga dengan baik. Terkait dengan perlindungan yang harus diterima nasabah, hal ini 

terkait dengan konsep perlindungan konsumen, apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan 

atau perbedaan antara akad dalam SDB, maka hal tersebut tidak sesuai dengan asas-asas 

Syariah yang harus dipenuhi, yaitu keamanan nasabah harus terjamin setelah akad ijarah 

selesai atau setelah kedua belah pihak sepakat. Karena produk ini menggunakan akad ijarah 



HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam 

p-ISSN : 2829-5803 e-ISSN : 2580-8052  

Volume 8 nomor 2, Desember 2024| 341  

 

yang berlaku pada syarat-syarat jual beli, maka safe deposit box sendiri merupakan 

pengembangan dari konsep mahal al-manfaah.(E F Pakpahan et al. 2023) Oleh karena itu, safe 

deposit box harus dimiliki secara sah oleh lembaga keuangan Syariah. Penelitian ini bertujuan 

untuk menganalisis secara mendalam kepatuhan syariah pada penggunaan safe deposit box 

sesuai dengan fatwa DSN MUI yang telah ditetapkan oleh Lembaga Keuangan Syariah. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu 

pendekatan yang menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, atau dikenal 

sebagai penelitian lapangan.(Silalahi 2017) Penelitian ini mengkaji aturan hukum yang berlaku 

serta realitas yang terjadi di masyarakat. Prosesnya melibatkan pengajuan sejumlah 

pertanyaan kepada pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun dengan mendengarkan 

penjelasan atau informasi dari narasumber.  

Penelitian ini dilakukan dengan berlandaskan pada kondisi nyata di lapangan untuk 

mengumpulkan fakta dan data yang diperlukan. Data yang telah terkumpul kemudian 

digunakan untuk mengidentifikasi masalah, yang selanjutnya diarahkan pada upaya 

penyelesaian masalah.(Darwita 2016) Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini, adalah Bank 

Syariah Indonesia cabang Asia Afrika di Kota Bandung. Penelitian ini berfokus pada 

Implementasi Safe Deposit Box, yang berfungsi untuk meningkatkan layanan di Bank Syariah 

tersebut.  

 

Konsep Teori dan Regulasi Safe Deposit Box 

Safe Deposit Box (SDB) dalam sistem perbankan syariah pada dasarnya memiliki 

fungsi yang sama seperti dalam perbankan konvensional, yaitu menyediakan layanan 

penyimpanan barang berharga dengan keamanan tinggi. Namun, terdapat perbedaan 

signifikan pada dasar hukum dan akad yang digunakan untuk memastikan bahwa layanan 

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti tidak melibatkan riba, gharar 

(ketidakpastian), atau maysir (spekulasi). Berdasarkan literatur yang ada, layanan SDB syariah 

ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang sesuai dengan syariat Islam kepada 

nasabah yang ingin menyimpan barang-barang berharga mereka tanpa melanggar ketentuan 

syariat, melalui penerapan Safe deposit box syariah yang menggunakan akad ijarah (akad 

sewa-menyewa) dalam layanannya.(Abdul Mudil 2018) 
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Akad multijasa merupakan bentuk perjanjian layanan berbasis syariah yang 

menawarkan berbagai jasa kepada nasabah dengan biaya yang telah disepakati di awal. Akad 

ini memberikan fleksibilitas dalam layanan syariah dan memastikan bahwa setiap jasa 

diberikan dengan transparansi, kepastian hukum, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip 

Islam. Akad multijasa atau ijarah adalah kontrak yang umum digunakan dalam perbankan 

syariah untuk layanan penyimpanan atau jasa sewa. Akad ini sesuai dengan prinsip syariah, di 

mana bank bertindak sebagai pihak yang menyediakan jasa (mu'jir), dan nasabah sebagai pihak 

yang menerima jasa (musta'jir). Dalam konteks Safe Deposit Box syariah, akad multijasa 

diterapkan untuk mendefinisikan hubungan antara bank dan nasabah dalam menyediakan 

dan menerima layanan penyimpanan barang berharga.(Alfiani 2019) 

Akad multijasa jasa dalam layanan safe deposit box disini, adalah penerapan layanan 

penyimpanan barang (safe deposit box) disertai penyediaan jasa asuransi keamanan 

penggandaan kunci box bagi nasabah, penyediaan asuransi ini diadakan upaya menanggulangi 

terjadinya hal yang tidak diinginkan nasabah, seperti kehilangan kunci. Jika pada akhir masa 

akad, nasabah dapat menyimpan kunci box dengan aman tanpa mengalami kehilangan kunci, 

uang pembayaran asuransi tersebut akan dikembalikan bersamaan dengan pengambilan 

barang berharga yang disimpan oleh nasabah pada layanan safe deposit box 

tersebut.(Fatmawati and Muhammad 2020) 

Beberapa ulama menyepakati bahwa ijarah atau akad multijasa diperbolehkan dalam 

Islam, selama transaksi tersebut memenuhi syarat, seperti: Objek sewa jelas, diketahui, dan 

halal untuk dimanfaatkan; Harga sewa disepakati di awal, dan tidak ada unsur ketidakpastian 

yang bisa menimbulkan spekulasi; dan Waktu sewa juga jelas dan disepakati di awal 

perjanjian. 

Kepatuhan  syariah dalam layanan Safe Deposit Box diwujudkan dengan memastikan 

bahwa akad yang digunakan tidak melanggar prinsip-prinsip Islam, seperti riba, gharar, dan 

maysir. Dalam akad multijasa untuk SDB syariah, penyewa membayar biaya yang wajar dan 

telah disepakati untuk menyewa tempat penyimpanan yang aman, tanpa ada biaya tambahan 

yang tidak sesuai dengan syariah. Bank syariah perlu memastikan bahwa biaya sewa 

ditentukan secara transparan, tanpa tambahan yang mengandung unsur spekulasi. Selain itu, 

barang yang disimpan oleh nasabah harus diperiksa agar tidak bertentangan dengan hukum 

syariah, seperti menyimpan barang yang dilarang atau berbahaya.(Solihah 2014) 

Dalam hal ini, beberapa fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan lembaga 

fatwa lainnya mengatur akad sewa-menyewa atau multijasa dalam perbankan syariah. 
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Misalnya, Fatwa DSN MUI No. 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah atau sewa-

menyewa dan Fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 tentang Ijarah Multijasa, menegaskan 

bahwa layanan yang berbasis akad ijarah harus terbebas dari gharar dan dilakukan dengan 

akad yang transparan serta adil.(Rahman 2020) 

Fatwa ini menjelaskan tentang penggunaan akad multijasa (ijarah multijasa) dalam 

berbagai layanan yang disediakan oleh bank syariah. Dalam konteks Safe Deposit Box, akad 

ini digunakan sebagai dasar perjanjian antara bank dan nasabah di mana bank menyediakan 

layanan penyimpanan yang aman, dan nasabah membayar ujrah (imbalan atau biaya) atas jasa 

tersebut.  

Prinsip dalam fatwa ini yang terkait dengan Safe Deposit Box meliputi: Keadilan dan 

Transparansi, ujrah atau biaya jasa harus disepakati di awal akad dan memenuhi prinsip 

keadilan. Tidak boleh ada biaya tambahan yang tidak dijelaskan atau tidak disepakati oleh 

kedua belah pihak; Kepastian Jasa, jenis jasa yang diberikan, dalam hal ini penyimpanan 

barang berharga, harus jelas, dan tidak boleh ada ketidakpastian yang dapat menimbulkan 

perselisihan di kemudian hari; dan Keamanan dan Kepatuhan Syariah, bank syariah wajib 

menjaga keamanan barang yang disimpan nasabah dan memastikan bahwa layanan tersebut 

sesuai dengan syariah. Ini mencakup komitmen bank untuk memberikan perlindungan 

maksimal pada barang-barang nasabah yang disimpan.(Novandina:2020) 

Maka dapat dipahami, keberadaan fatwa-fatwa diatas menjadi dasar hukum bagi bank 

syariah dalam menawarkan produk Safe Deposit Box, dengan tetap mempertimbangkan 

aspek kemaslahatan bagi nasabah. Fatwa ini membantu bank syariah menyesuaikan produk 

mereka sehingga sesuai dengan kebutuhan nasabah yang ingin memanfaatkan layanan 

penyimpanan barang berharga dengan jaminan kepatuhan terhadap syariah.(Fatmawati and 

Muhammad 2020) 

 

Implementasi Produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika 

Kota Bandung 

Safe Deposit Box adalah layanan yang disediakan oleh bank, baik bank konvensional 

maupun syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 (huruf h) Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1998 tentang Perbankan, yang mewajibkan bank untuk menyediakan fasilitas 

penyimpanan barang dan surat berharga.(Allah and Allah 2008) Untuk layanan Safe Deposit 

Box Syariah, pengaturannya mengacu pada Fatwa DSN MUI No. 24 Tahun 2002, yang 
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menyatakan bahwa fasilitas ini merupakan kebutuhan masyarakat dalam menyediakan tempat 

penyimpanan barang berharga. Bank Syariah diwajibkan untuk menyediakan jasa 

penyimpanan atau penitipan barang berharga sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, 

penerapan akad ijarah (sewa-menyewa) dalam layanan ini juga diatur dalam Fatwa DSN MUI 

No. 09 Tahun 2000 tentang pembiayaan ijarah dan Fatwa DSN MUI No. 44 Tahun 2004 

tentang Ijarah Multijasa.(INTAN KHARISMA 2020) 

Fatwa diatas menegaskan bahwa akad ijarah yang digunakan dalam layanan transaksi 

syariah harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu kejelasan dalam 

perjanjian, keadilan dalam biaya, serta transparansi dalam pembagian hak dan kewajiban 

antara penyewa dan yang menyewakan. Fatwa ini juga memberikan dasar hukum yang kuat 

bagi bank syariah dan lembaga keuangan lainnya untuk melakukan transaksi pembiayaan atau 

penyewaan barang atau jasa dalam bentuk yang sesuai dengan hukum Islam. Tidak hanya itu, 

secara khusus Fatwa DSN-MUI No. 44 Tahun 2004 memberikan penjelasan lebih dalam 

mengenai ijarah yang mencakup lebih dari satu jenis jasa atau produk, sehingga memberi 

pilihan yang cukup fleksibilitas dalam layanan yang dapat ditawarkan oleh lembaga keuangan 

syariah kepada nasabah mereka.(Artado 2023) 

Saat ini layanan Safe Deposit Box telah diimplementasikan oleh beberapa bank 

syariah di Indonesia, salah satunya adalah Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika di Kota 

Bandung. Layanan Safe Deposit Box ini menjadi salah satu produk unggulan di bank 

tersebut, mengingat banyaknya nasabah yang membutuhkan tempat penyimpanan barang 

berharga dengan rasa aman dan nyaman. Keamanan penggunaan Safe Deposit Box terjamin, 

karena dilengkapi dengan kunci khusus dan disimpan dalam ruangan yang tahan api serta 

dirancang sangat kuat, sehingga meminimalkan risiko pencurian. Dalam hal penyediaan 

layanan, Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung mengkhususkan layanan Safe 

Deposit Box ini kepada nasabah prioritas, hal ini dikarenakan tingginya permintaan layanan 

safe deposit box, sedangkan kotak penyimpanan yang disedikan Bank belum cukup untuk 

melayani seluruh nasabah.(Faradila, Yahya, and Adli 2019) 

Keuntungan fasilitas yang diperoleh dari penyewaan Safe Deposit Box di Bank 

Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung meliputi tingkat keamanan dan 

kenyamanan yang tinggi sebagai berikut :  

Kunci Ganda dan Akses Terbatas; Setiap nasabah yang menyewa Safe Deposit Box 

mendapatkan dua kunci, satu untuk nasabah dan satu untuk bank. Dengan sistem ini, hanya 

nasabah yang sah yang dapat mengakses kotak penyimpanan mereka.  
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Ruangan Khusus yang Aman; Safe Deposit Box disimpan dalam ruang yang terjaga 

dengan baik, dilengkapi dengan sistem keamanan seperti pemantauan CCTV 24 jam dan 

pintu besi yang tahan api dan tahan guncangan. Ini memberikan jaminan keamanan barang 

berharga yang disimpan di dalamnya, memastikan bahwa barang-barang tersebut terlindungi 

dari berbagai ancaman. 

Pengawasan 24 Jam; Bank syariah memastikan bahwa semua area tempat 

penyimpanan kotak aman dipantau secara terus-menerus dengan sistem pengawasan kamera 

yang terkoneksi langsung ke pusat keamanan bank.  

Keberagaman Ukuran dan Fleksibilitas; Safe Deposit Box di bank syariah Indonesia 

juga tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari ukuran kecil, sedang, hingga besar, untuk 

memenuhi kebutuhan nasabah yang beragam. Fleksibilitas ini memungkinkan nasabah 

memilih ukuran sesuai dengan barang yang ingin mereka simpan, mulai dari dokumen 

penting hingga barang berharga yang lebih besar. 

Kerahasiaan dan Privasi; Salah satu keuntungan utama dari layanan Safe Deposit Box 

di bank syariah adalah jaminan kerahasiaan. Bank syariah tidak berhak mengetahui isi kotak 

penyimpanan nasabah. Privasi nasabah sepenuhnya dihormati selama barang yang disimpan 

tidak melanggar ketentuan hukum atau syariah yang berlaku. Ini memberikan kenyamanan 

dan rasa aman bagi nasabah yang menyimpan barang-barang bernilai tinggi. 

Dalam menawarkan layanan Safe Deposit Box, Bank Syariah Indonesia KC Asia 

Afrika Kota Bandung memastikan bahwa seluruh operasionalnya sesuai dengan prinsip-

prinsip syariah. Dalam hal ini, bank syariah bertindak sebagai penyedia layanan penyimpanan 

yang hanya bertanggung jawab atas keamanan dan aksesibilitas barang yang disimpan, tanpa 

hak untuk memanfaatkan atau mengakses isi kotak penyimpanan tanpa izin dari pemiliknya, 

kecuali jika ada pelanggaran hukum atau ketentuan yang disepakati. Tidak hanya itu, sebagai 

lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, bank syariah harus tegas dalam 

menghindari segala transaksi yang dapat menimbulkan ketidakpastian (gharar) atau spekulasi 

(maysir). Bank juga harus memastikan bahwa biaya yang dikenakan untuk penyewaan Safe 

Deposit Box hanya berupa biaya jasa penyimpanan yang sesuai dengan prinsip "al-ujrah" 

(upah yang sah) dalam Islam, yang transparan dan bebas dari unsur riba.(Solihah 2014) 

 

Analisis Kepatuhan Syariah Produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC 

Asia Afrika Kota Bandung 
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Safe Deposit Box (SDB) merupakan fasilitas yang disediakan oleh bank untuk 

menyimpan dokumen penting dan barang berharga dengan tingkat keamanan tinggi. Layanan 

ini ditawarkan oleh berbagai bank, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), guna memenuhi 

kebutuhan nasabah yang ingin menjaga keamanan barang berharga mereka. Sebagai lembaga 

keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, Bank Syariah Indonesia wajib 

memastikan bahwa layanan Safe Deposit Box yang mereka sediakan telah sesuai dengan 

aturan syariah, serta menghindari praktik-praktik yang dilarang, seperti riba, gharar, dan 

maysir.(Lahuri, Jamal, and Zahro 2024) 

Dalam pelaksanaan layanan perbankan syariah tidak hanya diharapkan untuk 

menghasilkan keuntungan dari transaksi komersial semata, tetapi juga untuk menerapkan 

nilai-nilai syariah yang berlandaskan pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.(Elvira Fitriyani 

Pakpahan et al. 2023) Menurut Muhammad Amin Suma dalam pelaksanaan perbankan 

syariah terdapat beberapa asas yang harus diterapkan, antara lain: Asas Ridha'iyyah (rela sama 

rela) yang mengharuskan setiap transaksi ekonomi, khususnya yang melibatkan bank dan 

nasabah, dilaksanakan berdasarkan prinsip saling sukarela tanpa adanya tekanan; Asas 

Manfaat, yang menegaskan bahwa perjanjian antara bank dan nasabah harus memberikan 

keuntungan bagi kedua pihak yang terlibat; Asas Keadilan, yang mengharuskan kedua pihak 

dalam transaksi diperlakukan secara adil, baik dalam pengertian umum maupun secara 

konkrit; dan Asas Saling Menguntungkan, yang mewajibkan setiap transaksi antara bank dan 

nasabah memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, tanpa ada pihak yang dirugikan. 

Penulis menganalisis penerapan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC 

Asia Afrika Kota Bandung dan menemukan bahwa akad yang diterapkan dalam layanan ini 

sudah sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat sewa (ijarah). Hal ini terlihat pada penerapan 

asas Ridha'iyyah, yang memastikan bahwa transaksi antara bank dan nasabah didasarkan pada 

kesepakatan yang saling rela. Selain itu, manfaat dari barang yang disimpan dalam Safe 

Deposit Box dapat diserahterimakan, dan pemanfaatan barang tersebut adalah sah dan tidak 

bertentangan dengan hukum syariah. Di awal pelaksanaan akad, bank juga menjelaskan biaya 

ujrah (biaya sewa) serta biaya uang jaminan kunci sebagai langkah pengamanan dalam proses 

penyewaan Safe Deposit Box, yang selaras dengan prinsip syariah.  

Kepatuhan Syariah pada Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika 

Kota Bandung, melalui implementasi pelayanan fasilitasnya yang mencakup hal-hal sebagai 

berikut: Transparansi Biaya Sewa Di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung, 

biaya untuk layanan Safe Deposit Box bersifat tetap dan ditentukan berdasarkan ukuran 
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kotak yang dipilih oleh nasabah (misalnya ukuran kecil, sedang, atau besar). Biaya tersebut 

sudah diketahui oleh nasabah sejak awal, dan tidak ada biaya tersembunyi atau bunga. Biaya 

ini hanya berlaku untuk layanan penyimpanan dan tidak melibatkan unsur riba; Layanan Safe 

Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC Asia Afrika Kota Bandung tidak mengandung 

unsur gharar karena ketentuan tentang keamanan barang sudah jelas dan transparan. Bank 

bertanggung jawab penuh atas penyimpanan barang, sementara nasabah memiliki akses 

penuh terhadap kotak mereka sesuai dengan prosedur yang berlaku; Bank Syariah Indonesia 

KC Asia Afrika Kota Bandung memberikan jaminan bahwa bank tidak akan mengakses isi 

kotak penyimpanan tanpa izin dari nasabah, kecuali jika terdapat pelanggaran hukum atau 

ketentuan yang disepakati bersama. Dengan demikian, nasabah dapat merasa tenang karena 

barang-barang yang disimpan akan tetap dirahasiakan. Selain itu, tidak ada unsur maysir 

dalam transaksi ini karena tidak ada spekulasi atau perjudian yang terlibat; dan Kepatuhan 

terhadap Hukum Syariah dalam Penyimpanan Barang Bank Syariah Indonesia KC Asia 

Afrika Kota Bandung  memastikan bahwa barang yang disimpan dalam Safe Deposit Box 

tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti barang-barang yang haram, hal ini 

dengan cara membatasi atau pemfilteran latar belakang orang-orang orang-orang yang akan 

mendaftarkan diri untuk menjadi nasabah. Hal ini menjamin bahwa semua barang yang 

disimpan sesuai dengan hukum Islam. 

Berdasarkan analisis di atas, produk Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia KC 

Asia Afrika Kota Bandung dapat dikatakan memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu bebas 

dari unsur riba, gharar, dan maysir. Bank Syariah Indonesia sebagai penyedia layanan ini 

memastikan bahwa biaya yang dikenakan transparan dan wajar, tidak ada ketidakpastian yang 

merugikan nasabah, dan tidak ada elemen perjudian atau spekulasi dalam layanan ini. 

Selain itu, keamanan, kerahasiaan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah juga dijaga 

dengan baik, sehingga nasabah dapat merasa aman dan nyaman dalam menyimpan barang 

berharga mereka. Dengan demikian, layanan Safe Deposit Box di Bank Syariah Indonesia 

dapat dianggap sesuai dengan prinsip syariah dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh 

lembaga pengawas syariah di Indonesia. Namun, penting bagi bank untuk terus melakukan 

evaluasi dan memastikan bahwa semua aspek operasional produk ini tetap sesuai dengan 

perkembangan hukum dan praktik syariah yang berlaku. 

 

Kesimpulan 
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Layanan Safe Deposit Box (SDB) yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia KC 

Asia Afrika Kota Bandung telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Layanan ini 

menggunakan akad ijarah, yaitu perjanjian sewa-menyewa yang sesuai dengan hukum Islam. 

Dalam pelaksanaannya, produk SDB memenuhi beberapa kriteria penting dalam kepatuhan 

syariah, di antaranya adalah kejelasan akad, transparansi biaya, serta jaminan keamanan 

barang-barang yang disimpan oleh nasabah. Fatwa DSN MUI memberikan dasar hukum 

yang kuat untuk layanan ini, memastikan bahwa produk tersebut sesuai dengan kebutuhan 

nasabah dan prinsip syariah menjamin dari unsur riba, gharar, atau maysir. Dengan adanya 

kepatuhan terhadap prinsip syariah, bank dapat meningkatkan kepercayaan nasabah dan 

menarik lebih banyak pelanggan, terutama dari kalangan yang mengutamakan layanan 

keuangan syariah. Bank sebaiknya melakukan sosialisasi lebih lanjut mengenai layanan Safe 

Deposit Box tentang kepatuhan syariahnya kepada masyarakat untuk meningkatkan 

kesadaran dan pemahaman nasabah. Perlu juga melakukan monitoring dan evaluasi secara 

berkala terhadap layanan ini untuk memastikan bahwa semua aspek tetap sesuai dengan 

prinsip syariah dan memenuhi harapan nasabah. 
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